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	A B S T R A C T 
Taxes are the largest source of revenue for a country which functions to finance state expenditure in supporting the country’s economy. Not all taxpayers comply with their tax obligations, so that from year to year, the realization of tax revenues has not reached the target. This research aims to determine the influence of tax understanding and tax fairness on individual taxpayer compliance. This research uses quantitative methods. The population of this research is individual taxpayers registered at the Batang Regency Pratama Tax Service Office. The sample was determined using the accidental sampling method, namely collecting information from taxpayers who the researcher happened to meet. the sample was taken from the population of Taxpayers who have NPWP at KPP Pratama Batang Regency and a sample of 86 respondents were obtained. The data used in this research is a questionnaire using a likert scale of 1 to 5. The data analysis technique is multiple linear regression using SPSS version 20 software. The results of data analysis show that there is a partial influence on the independent variables.
The conclusion from the results of this research is that tax understandingand tax justice have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.
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PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat (Indriyasari et.al., 2022). Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) merupakan suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Trihadi Waluya 2020). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban.
Beberapa faktor yang dapat memenuhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya pemahaman pajak dan keadilan pajak. Salah satu hambatan dari perpajakan yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Julianti, 2015). Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan penunjang pembangunan Negara.
Beberapa faktor yang dapat memenuhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan keadilan pajak. Salah satu hambatan dari perpajakan yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Julianti, 2015). Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya merupakan penunjang pembangunan Negara.
Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menjelaskan berdasarkan mandat yang diberikan pemerintah, komite ini bertugas menampung masukan, memantau pengaduan, dan sosialisasi bagi para Wajib Pajak (WP), baik pribadi maupun perusahaan. Membangun sistem yang berkelanjutan diperlukan karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan dihadapi Wajib Pajak (WP) sekaligus menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan petugas pajak. Sejumlah keluhan pun diterima pihaknya, mulai dari birokrasi pengajuan keberatan pajak yang tidak akuntabel hingga mekanisme penetapan jumlah pajak yang harus dibayar secara serampangan.
Informasi yang terbatas membuat Wajib Pajak (WP) kerap tidak mengetahui apakah jumlah pajak atau denda yang harus dibayar sudah sesuai aturan. Ini menjadi celah oknum fiskus atau petugas pajak untuk bernegosiasi dengan soal jumlah yang harus dibayar sehingga berujung pada korupsi. Perubahan secara strukural diperlukan agar memberikan kepastian pelayanan bagi Wajib Pajak (WP). Ketua Bidang Hubungan Internasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) T. Arsono menjelaskan, ketidakprofesionalan fiskus dan birokrasi yang buruk sangat merugikan masyarakat karena dapat menimbulkan overtaxation (membayar pajak berlebih) dan membuat Wajib Pajak (WP) mengeluarkan biaya besar untuk menangani masalah tersebut (high cost economy. Menurutnya, dua hal tersebut terjadi karena masih ditemukannya oknum fiskus yang berani menafsirkan peraturan perpajakan secara sembarangan untuk kepentingan dirinya. Hal tersebut terjadi karena para fiskus dikejar target penerimaan. Di sisi yang lain, tidak ada hukuman bagi para fiskus apabila terbukti salah melakukan perhitungan ataupun apabila kalah saat Wajib Pajak (WP)  menang banding dan gugatan pajak. Wajib Pajak (WP)  sangat dirugikan secara biaya dan waktu. Permasalahan lain yang dijumpai terkait pengajuan keberatan terkait pajak. Dalam proses mengajukan keberatan, Wajib Pajak (WP)  yang tidak setuju dengan hasil temuan tim pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) diberikan kesempatan untuk menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Tim Pemerikas Quality Assurance (QA) untuk diperiksa lebih lanjut. Pengajuan ketidaksetujuan kerap buntu karena terganjal independensi antara tim pemeriksa Quality Assurance (QA) dan tim pemeriksa pajak dari KPP dan Kanwil DJP mengingat keduanya masih berkaitan secara institusi. Hal yang sama apabila Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan ke Kanwil DJP, yang juga dinilai kurang independen dalam memeriksa temuan tim pemeriksa pajak dibawahnya. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat IKPI Henri Silalahi menerangkan selain masalah tersebut, masih belum adanya peraturan yang tegas mengenai profesi konsultan pajak juga membuat peran mereka kerap diabaikan. Wajib Pajak (WP) yang tidak didampingi konsultan pajak yang kompeten dan terdaftar membuat mereka mudah ditekan petugas pajak sehingga akhirnya melakukan tindakan menyimpang. Peraturan yang tegas juga diharapkan bisa menertibkan para konsultan yang tidak berizin dan kerap berkolusi dengan oknum fiskus. Perlu peraturan setingkat Undang-Undang untuk menjamin profesi ini. Kasihan Wajib Pajak (WP) yang harus bertempur sendiri dengan petugas pajak tanpa pendampingan. Mereka menjadi takut dan sering salah menyampaikan sanggahannya, hasilnya diajak melakukan kecurangan. Konsultan mempunyai peran penting untuk edukasi juga dan semoga menjadi perhatian Komwasjak (Raynard Kristian, 2023). 
Hal ini disebabkan karena kesadaran Wajib Pajak dirasa sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika setiap Wajib Pajak sadar sehingga menimbulkan dampak untuk taat serta patuh terhadap pajaknya maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan tercipta dengan baik dan terus meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila setiap kesadaran Wajib Pajak berkurang atau menurun maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan sangat menurun. Ini menujukkan suatu hubungan yang kuat dan searah karena nilainya positif dan saling berhubungan (Rahmawati, et.al, 2015). Keadilan Pajak (Tax Equity) berarti bahwa Wajib Pajak menyumbang fair share (bagian yang wajar) atas cost of government (biaya pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal (vertical equity) dan keadilan horizontal (horizontal equity). Hasil penelitian ini sejalan dengan The Psychology of Justice Theory dengan kerangka kerja Slippery Slope bahwa keadilan berperan membangun dalam kepatuhan suka rela (Kirchler, et.al, 2008). Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena dapat membantu pemerintah (otoritas pajak) untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memperhatikan variabel-variabel yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Hubungan antara keadilan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak bahwa kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, namun tidak memperkuat keyakinan Wajib Pajak atas keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Jurnal rujakan utama yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indriyasari dan Maryono (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatam Bergas, Kabupaten Semarang. Alasan memilih jurnal tersebut karena sistematika penulisannya telah tersusun dengan baik dan jelas, mudah dipahami, dan terarah mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluam, studi literature, metode, hasil, pembahasan, saran & kesimpulan, dan referensi. Perbedaan penelitian yang terdahulu yaitu pada judul penelitian hanya 1 variabel yang hampir sama. Tetapi tidak menjadi masalah untuk perbedaan tersebut, karena bisa menjadi referensi dan sebagai acuan untuk si peneliti kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi dan terstruktur. Disamping itu, peneliti berharap penelitiannya lebih baik dalam memilih kata atau diksi dan mudah dipahami setiap kalimatnya.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang tidak melakukan pelaporan pajak secara rutin setiap tahun terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI (OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BATANG”. 
LANDASAN TEORI
1. [bookmark: _Toc155867634]Teori Atribusi (Atribution Theory)
Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan informasi sampai tiba pada sebuah  penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. 
2. Pajak
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Keadilan Pajak 
Dalam berbagai literature pajak, keadilan sering dikonotasikan dengan persoalan pemberian beban kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pajak. Dalam hubungan itu, keadilan dibedakan ke dalam keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal, kesertaan bagi Wajib Pajak yang dalam keadaan atau kemampuan yang sama maka akan adil bila diberlakukan sama. Sementara keadilan vertikal terjadi bila terhadap Wajib Pajak yang dalam keadaan yang lebih tinggi kemampuannya juga akan dikenakan beban kewajiban untuk membayar utang pajak yang lebih tinggi pula. Keadilan hanya dilihat dalam korelasi antara Wajib Pajak yang satu terhadap Wajib Pajak yang lain.
4. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Harinurdin (2009) menjelaskan kepatuhan pajak (tax compliance) adalah sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Menurut Arum (2012) dalam Amalia (2020) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.
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Kerangka Pemikiran

PENGEMBANGAN HIPOTESIS
1. [bookmark: _Toc155867642]Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu mencoba melihat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan hasil uji menyimpulkan bahwa hipotesis (H1) yang berbunyi “Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Diterima berarti pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini dikarenakan semakin Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Syahril (2013) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan analisis pemahaman pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu semakin banyak pemahaman pajak yang diketahui oleh Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kesadaran Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya semakin sedikit Wajib Pajak yang memperoleh pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya Ho (2020).
H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
2. [bookmark: _Toc155867644]Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
Keadilan pajak (tax equity) berarti bahwa Wajib Pajak menyumbang fair share (bagian yang wajar) atas cost of government (Biaya Pemerintah). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal (vertical equity) dan keadilan horizontal (horizontal equity). Dalam pemungutan pajak berdasarkan asas keadilan. Musgrave (1984) dalam Purnayasa (2022) mengungkapkan bahwa dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajaknya sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Hasil ini penelitian sejalan dengan The Psychology of Justice Theory dengan kerangka kerja Slippery Slope bahwa keadilan berperan dalam membangun kepatuhan sukarela (Kirchler, et.al, 2008). Hasil penelitian ini berpengaruh positif karena dapat membantu pemerintah (otoritas pajak) untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memperhatikan variabel-variabel yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Hubungan antara keadilan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak bahwa kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, namun tidak memperkuat keyakinan Wajib Pajak atas keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
H3: Keadilan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)





METODE PENELITIAN 

[bookmark: _Toc448872247][bookmark: _Toc448985593]Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional (correlational research) adalah penelitian yang akan menguji keterikatan antar variabel baik dalam bentuk hubungan maupun pengaruh. (Nurhayati, 2012)
Objek dalam penelitian ini yaitu  Wajib Pajak yang paham dan sadar terhadap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik Nonprobability Sampling-Incidental Sampling. Sugiyono (2017) dalam Ho (2020) mendefinisikan Sampling Incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau secara incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data.
Untuk teknik analisis menggunakan Uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji Normalitas, Uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas) dan analisis regresi berganda (uji F-Test dan T – Test).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Validitas
Tabel 1
Ringkasan Hasil Uji Validitas
	No
	Indikator
	Probabilitas
	Ket.

	1
	Pemahaman Pajak
( X1)
· Indikator 1
· Indikator 2
· Indikator 3
· Indikator 4
· Indikator 5
	



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
	



Valid Valid Valid Valid Valid

	2
	Keadilan Pajak (X2)

· Indikator 1
· Indikator 2
· Indikator 3
· Indikator 4

	



0,569
0,697
0,700
0,706
	



Valid Valid Valid Valid 

	
	· Indikator 5          
	0,730
	Valid

	2
	Kepatuhan Pajak WP OP (Y)

· Indikator 1
· Indikator 2
· Indikator 3
· Indikator 4

	



0,499
0,692
0,695
0,708
	



Valid Valid Valid Valid 

	
	· Indikator 5          
	0,610
	Valid




bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau dapat dilihat nilai sig. (2- tailed) atau probabilitasnya lebih kecil dari signifikan 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dilapangan.

2. Uji Reabilitas
Tabel 2
Hasil Pengujian Reliabilitas
	No
	Item
	Cronbach’s alpha
	Standar Alpha
	Ket.

	1
	Pemahaman Pajak (X1)
	0,771
	0,60
	Reliabel

	2
	Tingkat Kepercayaan Keadilan Pajak  (X2)
	0,681
	0,60
	Reliabel

	3. 
	Kepatuhan pajak WP OP
	0,692
	0,60
	Reliabel



hasil perhitungan reliabilitas pada setiap variabel pernyataan diperoleh Cronbach’s alpha>Standarized Alpha, maka dengan demikian semua variabel pernyataan dikatakan reliabel, dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian.

3. Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	86

	Normal Parametersa,b
	Mean
	0E-7

	
	Std. Deviation
	1.11190037

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.134

	
	Positive
	.134

	
	Negative
	-.054

	Kolmogorov-Smirnov Z
	1.245

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.090

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.


diketahui bahwa nilai a symp Signifikansi (2-tailed) berada di atas level of significance 5%, yaitu 0,090> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan penelitian ini adalah berdistribusi normal.

4. Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas
	Variabel
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	Pemahaman Pajak (X1)
	0.852
	1.174

	2
	Keadilan Pajak (X2)
	0.918
	1.089



Nilai tolerance variabel independent pemahaman pajak sebesar 0,852, keadilan pajak sebesar 0,918. Nilai semua variabel variabel tersebut lebih besar.
Nilai kelima variabel tersebut lebih besar dari 0,1, yang berarti dapat dijelaskan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas, dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) di bawah 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

5. Uji Heterokedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)
Coefficientsa
	Model
	Unstandardized
Coefficients
	Standardized
Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	
	(Constant)
	1,517
	,577
	
	2,628
	0,015

	1
	Pemahaman Pajak (X1)
	0,092
	0,076
	0,672
	1,215
	0,236

	2
	Keadilan Pajak (X2)
	-,001
	,075
	-,005
	-,015
	0,988


Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman pajak (X1) sebesar 0,236, dan keadilan pajak terhadap kepatuah pajak WO OP (Y) sebesar 0,988 berada di atas level of significance 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independent tidak  terjadi heterokedastisitas.


6. Uji T
Tabel 7
Hasil Uji t
	Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	(Constan)
	-1,734
	1,854
	
	0,935
	,352

	X1
	.266
	.065
	.324
	4.126
	.000

	X2
	.342
	.064
	.402
	5.305
	.000


a. Dependent Variable: Y

	

	


1. Nilai t hitung variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X1) sebesar 4,126 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima sedangkan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan pemahaman pajak  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak WP OP.
2. Nilai t hitung variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak WP OP  sebesar 5,305 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima sedangkan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan keadilan pajak sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan secara parsial kepatuhan pajak WP OP.



7. Uji F
Tabel 6
Hasil Uji F

	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	138.866
	3
	46.289
	36.119
	.000b

	
	Residual
	105.087
	82
	1.282
	
	

	
	Total
	243.953
	85
	
	
	

	a. Dependent Variable: Y

	b. Predictors: (Constant), x2, x1


       Dari data diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 36,119 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan secara bersama sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan pajak WP OP sehingga H3 diterima.

PEMBAHASAN
Hasil output uji hipotesis regresi linear SPSS versi 20 diringkas dalam tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc155868201]Tabel 7 Hasil output uji hipotesis regresi linear
	Hipotesis
	Koefisien Regresi
	Sig
	Alpha
	Hasil

	H1
	Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	0,266
	0,000
	0,05
	Diterima

	H2
	Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	0,342
	0,000
	0,05
	Diterima



1. [bookmark: _Toc155867682]Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Hasil penelitian pada pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,266 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 dalam penelitian ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang.
Sesuai dengan teori atribusi, pemahaman pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang luas tentang perpajakannya, maka akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajiban sebagai Wajib Pajak yang baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.
Hasil penelitian ini didukung dengan teori Muslim (2007:11) dalam Pratama (2015), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagaimana Wajib Pajak paham kewajibannya sebagai Wajib Pajak, paham akan sanksi yang diterima Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak melaporkan bahkan tidak melaporkan dengan benar dan juga paham akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi maupun training yang pernah diikuti oleh Wajib Pajak. 
Semakin Wajib Pajak paham akan peraturan perpajakan semakin baik pula Wajib Pajak paham terhadap sanksi yang akan diterima seperti sanksi administrasi maupun pidana apabila Wajib Pajak melalaikan kewajiban membayar pajaknya. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas adanya pemahaman pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman pajak yang optimal maka Wajib Pajak memiliki pemahaman pajak yang optimal maka Wajib Pajak cenderung patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Prihatiningsih, 2020). 

2. [bookmark: _Toc155867685]Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
[bookmark: _Toc155867686]Hasil penelitian pada pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,342 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 dalam penelitian ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi bahwa keadilan procedural berkaitan dengan atribusi relasional, karena yang ditekankan adalah perlakuan dari para fiskus terhadap Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak diperlakukan dengan baik dan adil, maka Wajib Pajak cenderung akan lebih patuh.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis i., (2015) dalam Fajriana, et.al (2020) membuktikan bahwa keadilan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berfokus pada keadilan pendistribusian manfaat pajak. Semakin adil pendistribusian manfaat pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan  Kirchler et al., 2008 dalam  (Fajriana et al., 2020).
	



KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi 0,266 dengan tanda positif serta ditunjukkan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0,000 < 0,05).
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi 0,290 dengan tanda positif serta ditunjukkan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0,000 < 0,05).
3. Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi 0,342 dengan tanda positif serta ditunjukkan nilai signifkansinya 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% (0,000 < 0,05).
4. Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang. Hal ini dijelaskan dengan nilai F hitung sebesar 36,119 > dari F tabel 2,72 dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansinya 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0,000 < 0,05).
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.
Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Kabupaten Batang. Pengisian ini dimungkinkankan kurang sempurna karena responden yang mengisi kuesioner juga sedang dalam kondisi mengurus dan membayar kewajibannya di KPP Pratama Kabupaten Batang ataupun dengan kesibukan lainnya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan pengisian kuesioner kurang fokus, ada 2 jawaban kuesioner dari responden yang tidak lengkap, 12 jawaban responden tidak memenuhi kriteria yaitu responden tidak memiliki NPWP, sedangkan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. karena waktu yang terbatas dan teknik yang digunakan yaitu Sampling Incidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau secara incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Sehingga hasil penelitian ini kurang sempurna dan kurang maksimal karena adanya keterbatasan tersebut. 


[bookmark: _Toc124942816][bookmark: _Toc155867690]Saran
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ditunjukkan kepada peneliti selanjutnya, dan pihak-pihak lain sebagai berikut:
1.  Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian dari segi cakupan wilayah dan memperbanyak responden agar data yang akan diolah mendapatkan tingkat keakuratan yang lebih tinggi.
b. Selain itu, penelitian selanjutnya jika ingin melakukan pengujian terhadap model penelitian ini, sebaiknya menambahkan atau menggunakan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti variabel motivasi pajak, sosialisasi perpajakan, religiusitas perpajakan, pelayanan fiskus, keadilan distributif dan moralitas Wajib Pajak. 
2.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
a.  Diharapkan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat lebih memotivasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak bagi semua lapisan Wajib Pajak. Dengan bertambahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka akan bertambah pula sumber pemasukan bagi Negara untuk menunjang perekonomian nasional
b.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga disarankan untuk memberikan apresiasi yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi peraturan perpajakannya dengan baik, agar Wajib tersebut terus bersemangat dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya dan menginspirasi Wajib Pajak yang lain untuk juga berlaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
3.  Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang
a.  Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang diharapkan lebih meningkatkan kebijakan dalam hal pelayanan E-System (E-Registration, E-SPT, E-Billing, dan E-Filling guna meningkatkan penerimaan Negara khususnya dalam sektor pajak harus disempurnakan dan dikembangkan lagi demi mendorong tingkat kepatuhan pajak dalan membayar kewajiban pajaknya.
b.  Kualitas pelayanan dan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabupaten Batang seharusnya lebih ditingkatkan lagi, serta biaya kepatuhan pajak lebih diminimalisir agar Wajib Pajak konsisten dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya.
c.  Perlunya pengawasan terhadap kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak selain dari kegiatan pelayanan yang dilakukan, sehingga Wajib Pajak yang ada selalu dimonitor, dibina dan dilayani secara maksimal sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
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